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ABSTRAK

Konsep keadilan restoratif ialah kritik terhadap konsep system pidana yang
memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan Negara. Negara memiliki
hak untuk menghukugagpara pelanggar agar terwuju 3 stabilitas sosial. Penderitaan
korban dlangga 8, telah membuat pelaku

RIS -

i dipraktekkan
perkara pidana
tgknya pendekatan
 tersebut seperti
ejaksaan Negeri
apresiasi melihat

tuk mengadakan
yaitu Bagaimana
afliayaan di wilayah
ang timbul dalam
iayaan di Wilayah

penelitian t
penerapan &
hukum kej
penerapan 3
Hukum KejaKs

: flalah observational
reseach ata ~ Obse gachyadalah penelitian yang
mengambil i Si dWancara sebagai alat
pengumpulan

e enerapan Restorative
Justice, dima : ih dffengedepankan upaya

pemulihan (restOfatiye 0 ghulis angkat. Mekanisme
penghentian penufiita ) pe Al pan dan tersangka dapat
dilihat pada ketentuafipase kYK ejaksaan Nomor 15 Tahun
2020 Tentang Pengh Erdamaian antara korban dan

dengan upaya pencatatan keSeg Sebut oleh pihak kejaksaan sampai
dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan koban
tersebut. Hambatan yang timbul dalam penerapan Restorative Justice, tidak ada
informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam
memutuskan suatu kasus perkara pidana, jadi ukuran kasus seperti apa yang bisa atau
tidak dihentikan berdasarkan keadilan restoratif masih belum pasti. Serta hambatan
yang lainnya yaitu sumber daya manusia dari kejaksaan itu sendiri tentang
pemahaman pelaksanaan pendekatan Restorative Justice, adanya benturan
kepentingan antara pelaku dan korban tindak pidana dan masyarakat yang
mempunyai budaya serta kultur hukum tersendiri.
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ABSTRACT

Draft Justice restorative is critics to the concept of a criminal system that
views crime as violation to State rules . Country has right for punish para violators to
make it happen stability@social . Suffering victim consilered finished or paid off when
er . Crj lvolve two party , that is

“‘;;}ﬁﬁ“ a a&’ ime that happened

e already start
s solution case
]ﬂ actice approach

Justice re Hir like case recent
abuse _ elated Thing the
deserve gi @ law still look at
retributive

age study to Thing
tive Justice in act
, dan What just
Follow Criminal

criminal pe r
obstacles t
Persecution : . .

Met 85e3 sedl 1 1 /8 gsearch or with survey
method . ati asearch. is rescaich e from something

S N[ restorative justice,
where in appliga o ore 3 ] g€RVvery (restorative) in

peace Among
Rules attorney
Among victim a
, continued with

ghtapter 9 to Article 14
CPraSecution through Peace

can _ or no discontinued based™@ 3Storative still not yet sure . As well as
other obstacles that is source power man from attorney that alone about
understanding implementation Restorative Justice approach , the existence of
collision interest Among perpetrator and victim act criminal and community that has
culture as well as culture law separately .
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BAB |

PENDAHULUAN

mempunya

Tinda
yang mengate

hukum ada

pemasyarakatan dengan tujuan menc€gah kejahatan. (Mardjono Reksodipuro,
1993: 1)

Adapun pelaksanaan peradilan pidana merupakan tahapan sejak
dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan yang berstatus Res Judicata

atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penanganan tindak pidana,

system peradilan pidana Indonesia hingga saat ini masih memberlakukan sistem
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Retributive Justice yang berorientasikan pada pembalasan dan lebih menekankan
pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana (Extra Ordinary

Crime, bermotif ringan) tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang

dak pidana,

tidak sesuai

pelaksana 3 ela : an biaya yang
banyak, balk ercapacity ha V/ara leh sebab itu,
diperlukan

yaitu berup

25). Perlindungan terhadap korban KUHAP hanya mengatur dalam Bab XIII pada
Pasal 98 sampai 101 KUHAP tentang penggabungan perkara ganti kerugian.
Akan tetapi tahapan atau procedural dan substansi pengaturan dianggap
mengandung kelemahan-kelemahan. Pada prakteknya juga jarang atau bahkan

hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Hal

ini terjadi karena korban tidak mengetahui hak nya, penuntut umum tidak
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menyampaikan apa yang menjadi hak tersebut kepada korban, penasehat hukum
tidak ingin direpotkan, serta tidak ditawarkannya proses ini oleh hakim. Jadi

permasalahan ini cukup kompleks. (Bambang Waluyo, 2012 : 2)

konsep kea
lebih bero
korban dan

Konsep keadila ala erhadap ke y8tem pidana yang
memandang . egara. Negara
memiliki ha 3 stabilitas sosial.

Penderitaan al, ata apabila Negara telah

Penderitaan yang bersifat offender oriented mengakibatkan pelaku sebagai
subjek utama dalam suatu kejahatan sehingga hukuman yang diberikan terkadang
menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku. Kejahatan biasanya mesti
melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban, walaupun pada hakikatnya ada

beberapa kejahatan yang terjadi tanpa ada korban. Dalam artian bahwa pelaku
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kejahatan itu secara bersamaan menjadi korban, seperti perjudian dan
penyalahgunaan narkoba. (Widiartana, 2014 : 5)

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai

mun pyva terkait dengan

““‘ .Q@ delik aduan.

diselesaikaikg aan Ne ' g pukum terkait hal
tersebut pa enegak hukum
yang masih dan keresahan
penyidik dis gpfifakan salah satu
kendala dala e Roberto, 2010

: 13)
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Dengan itu penulis memaparkan masalah inti yang ingin diteliti serta
diperluas di dalam kajian ini, sebagai berikut :
1. Bagaimana Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana

Penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar ?
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2. Apa Saja Hambatan Yang Timbul Dalam Penerapan Asas Restorative

Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum

Kejaksaan Negeri Kampar ?

an manfaat serta
ubungan dengan

Tindak Pidana

sumbangan pemikiran képada kawan-kawan mahasiswa lainnya,
Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan di

Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar.
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Tinjauan Kepustakaan
1. Konsep Restorative Justice

Pengertian Restorative Justice bagian dari terminologi pengertian asing

awal dari tahun 1960,

a dili 'ﬁ
E““ .’a‘ dalam tahap

pihak lain yang terkait untuk berSama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan
pembalasan”.

Keadilan restoratif ialah sebuah model konsep suatu pemikiran yang
menaggapi pengembangan suatu sistem dari peradilan pidana itu sendiri,

dengan memposisikan kepada kebutuhan kelibatan dari elemen masyarakat
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serta korban yang merasa terpisahnya dengan cara sistem peradilan pidana
yang ada pada saat itu. (Eva Achjani Zulfa, 2009 : 65)

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan

restoratif g . kasus pidana yang

aul" . ‘ Q‘-VA“‘ .’g juan agar

\

<>

-

terciptanya

legalitas dan

restoratif tidak
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kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para
pihak dan mendorong rekonsilisasi antara pihak pelaku dan korban secara
sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga

masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta

menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.
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Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi
kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada

korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang

ive justice

pelaku atas

anto Sunarso,

secara konstruktif.

c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal
penyelesaian masalah.

d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan

masalah.
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e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang

dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Syarat pembgthentian penututan berdasarkag Keadilan Restoratif juga

Pasal 5

a. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan
penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi
syarat sebagai berikut:

1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau
diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
dan

3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai
kerugian yang ditimbulkan akibat dari -6 tindak pidana tidak
lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
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' kembali pada keada@

b. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria

atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan
Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan
Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan
berdasarkan  Keadilan  Restoratif dilakukan dengan tetap

atikan syarat sebagalmana digagksud pada ayat (1) huruf a

Dat tindak pidana;

dari akibat tindak

ersangka, syarat pemulihan
8€bagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf a dapat dikecualikan.

. Penghentian ~ penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif

dikecualikan untuk perkara:

1) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden
dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta
wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;

3) Tindak pidana narkotika;

4) Tindak pidana lingkungan hidup; dan

5) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

10
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Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan
restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk
menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke
pengadilan.

Bagian dari arti apa ya

dalam ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan menurut beberapa pakar
dinyatakan yaitu, :

Menurut W.L.G Lemaire “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma
yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah
dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan

yvang bersifat khusus”

11
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Menurut W.F.C. Van Hattum “Suatu keseluruhan dari asas-asas da
peraturan peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat

hukum umum lainnya di mana mereka itu sebagai pemelihara dari

ketertiban j3 m el ALARE aku a tindakan-tindakan

dilaksanakan apabila ada orang disangka telah melanggar larangan

tersebut. (Zulkarnain Sanjaya, 2016 : 1-3)

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum di atas penulis membuat
kesimpulan, dan menyatakan hukum pidana adalah sekumpulan peraturan

hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun

12
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keharusan atau keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan

oleh Negara.

Menurut il ukum pidana bahwa hukumapidana itu dapat dibedakan

dalam he

hukum acara pidana, adalah seluruh peraturan yang memuat cara-cara

Negara menggunakan hak nya untuk melaksanakan pidana.

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku umum atau
yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum dimuat di dalam
KUHP sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku

khusus bagi golongan orang-orang tertentu atau yang memuat perkara-

13
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perkara pidana tertentu. Hukum pidana khusus yang dimaksud jelas dimuat

dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP.

umum Yyaitu
pada KUHP
ang kejahatan

entingan hukum

adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut

“perasaan” atau “batiniah”.

Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan”
yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka.
Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “Sengaja merusak

%% ¢

kesehatan orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun

14
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ke kali, sehingga basah. “Rasa sakit” misalnya mencubit, menampar,
memukul. “Luka” misalnya memotong, mengiris, ,menusuk dengan pisau.

“Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka

Ismu Gunandi dan

E.

’ ri pengertian
terhadap j 3, penulis : fluglll penelitian ini
yaitu :

Asas Res : stice alah pri pGara melibatkan
korban dan \pelaku @alal o5 vz 1 bortiis ankan reparasi
bagi korban

melanggar delik
hukum tentang Nyamgkut perasaan dan

melaksanakan kekuasaan

& LI

Negara secara merdeka dalan ugas dan kewenangan di bidang
penuntutan dan penyidikan perkara tindak pidana.
F.  Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis kajian yang ingin penulis terapkan adalah observational reseach

atau yang dimaksudkan dengan cara survey yaitu penelitian yang

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara
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sebagai alat pengumpulan data pokok.(Masri Singarimbun dan Sofian
Effendi, 2005:3)

Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini di

pada kantor

memilih lokasi

dapat dijadikan populasi,  tentunya dengan dasar pertimbangan
keterkaitan hubungan dengan obyek yang akan diteliti. Berikut penulis

paparkan responden dalam bentuk tabel dibawah ini :
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Tabel 1.1
Daftar Responden

No | Kriteria Populasi Respnden

Kepala Kejaksaan Negeri Kampar 1 Orang

a) jenis, yaitu

an oleh penulis

ancara Secara

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Wawancara.

Wawancara ialah pengambilan data yang dilakukan dengan cara penulis
melakukan tanya jawab secara lansung kepada siapa yang menjadi

responden. Metode ini dipakai untuk mengetahui pendapat mengenai
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keefektifitasan pengaplikasian konsep restorative justice dalam tindak
pidana penganiayaan, problematika yang dihadapi serta upaya yang
dilakukan.

6. Analisis
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hal yang penulis temui di lapangan.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

KM dijabarkan

Belanda yang

teprtasi  hakim

ahkan sebagai

ditujukan untuk

yang akibat mana

sengaja menyebabkan sakit ataU*luka pada orang lain. Akan tetapi suatu
perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat
dianggap sebagai penganiayaan kalau pebuatan itu unutk menambah
kesehatan badan.

Penganiayaan tesebut meupakan secara sengaja mangakibatkan rasa

sakit maupun menimbulkan luka-laka pada tubuh orang lain. Oleh
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karenanya, supaya seseorang itu melakukan penganiayaan tehadap orang

lain maka seseorang tesebut mempunyai opzet ataupun suatu kesenjangan

(Adami Chazawi, 2010 : 07).

0 gan pidana penjara paling lama dua
tahun delapan bulan atau pidana denda palinh banyak empat
ribu lima ratus rupiah,

2) Jika pebuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang besalah
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun

4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja meusak kesehatan.

5) Percobaan unutk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan bunyi rumusan pasal 351, penganiayaan biasa dapat

dibedakan menjadi :
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1) Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka beat maupun
kematian (ayat 1)
2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka beat (ayat 2)
3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3)
4) Penganiayaan yang beupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)
pdhpenganiayaan biasa, pasal@e351 KUHP memuat 2

ang lain (ayat

h lagi seperti
elama-lamanya
----- erjakan i g aédnya yang mana

lagi/sempurna,

1) Kecuali yang dalam pasal 352 dan 356, maka
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam,
sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling
lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepetiga bagi orang
yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja
padanya, atau menjadi bewahannya.

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.

Dari hal-hal yang diatur dalam pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut

diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya, agar bisa disebut sebagai
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tindak pidana penganiayaan ringan, maka haruslah memenuhi beberapa

Syarat seperti:

termasuk  tindak
an terlebih dahu

yang pada
M manusia.

bekerja serta
yang terurai
pulkan bahwa
ana (353) dan
punyai kualitas
penganiayaan
jaupun hambatan
atau  mata

at tahun;

2) luka-luka berat yang
a paling lama lima tahun;
3) patkan kematian, yang bersalah

penjara paling lama sembilan tahun”.

Salah satu komponen inti yang didapat dalam rumusan tindak
pidana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP itupun adalah unsur
yang voorbedachte raud yang oleh para penerjemah biasanya telah
ditranslate ke bahasa Indonesia dengan kata yang direncanakan lebih

dulu.
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Unsur voorbedachte raad dianggap sebagai telah terpenuhi oleh
seorang pelaku apabila keputusannya guna melaksankan satu tindakan

terlarang itu telah ia buat didalam keadaan tenang dan pada waktu

grsebut beserta sebab

Shgenal istilah

mengandung

as sesuatu atas
afla (batin) yang
Eputusan secara
matang-matang

pada diri sendiri

tindakan ada tenggang

waktunya. Maka tiap tiap perbuatan memiliki waktu
untuk berpikir-pikir, yaitu Contohnya apa perbuatan Kkita
nantinya itu ada berakibat pada diri kita atau oranglain dan kita
juga bisa untuk mencoba meneruskan mapun membatalkan
niat untuk melakukan hal tersebut.

a) Bila sudah mempunyai tekad hati yang bulat dan telah

diputuskan,
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b) Lalu bagaimanakah caranya maupun alatnya serta kapan
akan dilakukan Lalu bagaimana menghilangkan barang

bukti atau jejak sebaik-baik mungkin dan itu dipikirkan

, yang bersalah
sepuluh tahun™,

1) Kesalahannya: kesengajaan (opzettelijk).

2) Perbuatannya: melukai berat;
3) Objeknya: tubuh oranglain,

4) Akibatnya: luka berat.

Perbuatan melukai berat (zwar lichameljik letsel toebrengt) atau

dapat disebut juga membuat luka berat pada tubuh oranglain, harusiah
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diperbuat dengan sengaja. Kesengajaan (opzettelijk) disini haruslah
diartikan secara luas, yaitu masuk kedalam 3 bentuk kesengajaan.

Pandangan ini berdasrkan pada keterangan MvT yang menyatakan

dirumuskan unsur

rat berencana

bncana terlebih
lama dua belas

yang bersalah
a belas tahun".

adalah perbuatan

Maksudnya suatu penganiayaan berat berencana bisa terjadi apabila
kesengajaan petindak tak hanya ditujukan pada perbuatannya
saja(contohnya memukul dengan kayu) dan luka berat tubuh
oranglain(seperti penganiayaan berat), melainkan juga direncanakan

terebih dahulu.

25



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Unsur yang memberatkan merupakan met voorbedacthe raad atau
dengan direncanakan sebelumnya. Inipun bermakna bahwa

voorbedacthe raad dalam Rumusan Pasal 355 KUHP itu adalah bukan

grta bukanpula suatu

‘ ‘Q\‘\“ .aa isa membuat

q a atan untuk di makan atau
LI N
di minum” Pidana ya dalam pasal 351, 353, 354, dan 355
KUHP bisa ditambah dengan sepertiga cara tertentu yang memberatkan
dari bentuk kekhususan penganiayaan yang terletak pada 2 hal :
1) Pada pribadi korban sebagai:
a) lbunya
b) Bapak yang sah

c) lstrinya
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d) Anaknya
e) Dan pegawai negeri saat menjalankan tugasnya

2) Dicara ia melakukan penganiayaan memberikan bahan-bahan

mya dimakai o8 inum yang berbahaya
\
S M N
N diatas dari

amat buruk,

3 lain. Faktor
5 kian khusunya
A
] ada Pasal 307
o

beratkarena menyerang Kep gan hukum ats elancaran tugas pegawai

negeri tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Negeri Kampar
1. Pengertian Kejaksaan
Didalam sistem hukum pidana Indonesia, kita mengenal adanya

istilah integrated criminal justice system yang pada dasarnya memiliki dua
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peranan penting, yakni di satu sisi sebagai sebuah sistem dan di sisi lain
sebagai sebuah proses. Yang di maksud dengan Sebagai sebuah sistem yaitu

di dalam integrated criminal justice system ada hubungan fungsional dan

% rangka penegakkan

‘ “!m““ .@a a peradilan

Membahas tentang jaksa Kita tidak lepas dari institusi kejaksaan,
istilah kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman
kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit,
istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi
dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno,

yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti
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Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat
negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk

tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas

gadilan. Para dhyaksa

< *Vnpywant '94

Perusahaan Hindia Timur Belahda atau yang akrab kita kenal dengan
sebutan VOC, jaksa telah di kenal dengan sebutan Jaxa yang kemudian
berubah menjadi ‘djaksa’ yang mana sebutan tersebut sebagai sebutan
untuk para Pejabat Hukum Bumi Putera yang hampir sama dengan seorang
magistrate dan sejak zaman pendudukan Militer Jepang pada Tahun 1942-

1945 sebutan tersebut berubah menjadi ‘JAKSA” pada masa itu ditulis jaksa
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adalah gelar bagi para pejabat hukum yang berwenang menuntut
perkaraperkara pidana (Andi Hamzah, 1995 : 03).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara

resmi difug !

N et
.;@u“ R LSS Dol

g pemerintah zaman

didalamPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945 yang mana isinya
adalah bahwa sebelum Negara R.l. membentuk badan-badan dan peraturan
negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka
segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia

diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Dua hari
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setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus Tahun 1945, dalam rapat Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan

dalam Struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan

(pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri /
Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan
Presiden.

Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka

sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi

departemen, disahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang
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Pembentukan Kejaksaan Tinggi, yang kemudian pada masa Orde Baru ada
perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan

perubahan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-

blik Indonesia.

gdang Nomor 5
a banyak pihak
yang merdeka

ak lainnya.

bidang  penuntutan kewenangan lain  berdasarkan
undangundang”
Dari penjelasan pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa Kejaksaan

Republik Indonesia adalah suatu lembaga pemerintahan di bawah eksekutif/

presiden yang mempunyai kekuasaan yang di berikan oleh negara di bidang
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penuntutan serta undang-undang lain yang mengatur kewenangan

kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004

kewenangan untuk melakukan “penuntutan dan melaksankan penetapan
hakim, namun seorang jaksa belum tentu menjadi seorang penuntut umum.
Sesuai dengan penjelasan umum dalam Undang-undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelasakan Kejaksaan
dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari

pengaruh kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan lainnya dalam upayanya
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mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran
dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan

kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan

30 Undang-

nesia yaitu

5) Melengkapi berkas™ perkara tertentu dan untuk itu dapat
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan

dengan penyidik.
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b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa

khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan

untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

pum, kejaksaan turut

Nl ) LSS by "

RLTRR Oy

Tahun 1981 tentang Kitab 0 Hukum Acara Pidana, BPHN)

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
atau penyidik pembantu;

b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3)
dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka

penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
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c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau

penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah

perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;

dan tanggung

undang-undang

HAP. Penuntut umum

Dipertegas 0» Q ‘ = -

berwenang melakukan adap siapapun yang didakwa
melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan

melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

Dari ketentuan diatas, kewenangan penuntut umum dalam KUHAP
yaitu melakukan pra penuntutan hasil penyidikan dari penyidik sampai
dengan ke persidangan hingga eksekusi terpidana, karena pada dasarnya

penuntut umum sebagai Dominus litis yaitu “Suatu Asas, yang menegaskan
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bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penentutan selain Jaksa
Penuntut Umum yang bersifat absolute dan monopoli, karena Jaksa

Penuntut Umumlah satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli

ekalipun tidak bisa

“R‘}\“ .Q' anya, hakim

Dari . % ‘ “‘

penuntut umum dalam *nuntutan tidak secara serta merta,
namun ada kualifikasi khusus perkara pidana yang dapat di hentikan
penuntutannya oleh penuntut umum yaitu apabila penuntut umum
menganggap bahwa perkara tersebut tidak cukup bukti, peristiwa tersebut

ternyata bukanlah peristiwa pidana atau perkara di tutup demi kepentingan

hukum.
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Untuk menguji perkara tersebut dianggap tidak cukup bukti,
penuntut umum berpedoman pada ketentuan alat bukti sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang alat bukti

aksi urat, petunjuk, dan

H?ﬁ“‘ .e B keterangan

dua saksi

penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Karena pada dasarnya dalam
melakukan pembuktian KUHAP menganut teori Negative wettelijk stelsel
(Harahap, 2005), sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP yang

berbunyi:
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“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi

dalam perkara yang Sa uali putusan hakim masih menyatakan

mungkin di ulangi (Pasal 76 KUHP);
b. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77)
c. Kewenangan penuntut hapus karena daluarsa (Pasal 78-80 KUHP)
d. Denda sudah di bayar, untuk pidana yang denda saja (Pasal 82
KUHP, dan selain dari bab tersebut terdapat pula ketentuan dalam

KUHP di luar bab yaitu;
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e. Delik aduan di cabut (Pasal 75 KUHP)

Dari penjelasan diatas, penuntut umum dapat menghentikan

penuntutan jika gaemenuhi unsur-unsur yang sedah diatur dalam KUHAP

tertinggi tidak wajib menurnttt¥sescorang melakukan tindak pidana jika
menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi
kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak

dituntut (Andi Hamzah, 2006 : 08).

A.Z. Abidin memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk
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menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau

korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum (Hamzah,

1983).

dikesampingkan” dan tidak ¢ ahikan ke sidang pengadilan oleh pihak
penuntut umum atas alasan “demi untuk kepentingan umum” yang mana
apabila perkara tersebut tetap diajukan kepersidangan maka akan ada
kepentingan umum yang lebih besar yang terabaikan dalam artian yaitu

kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas (Romel Regoh, 2014 :

39).

41



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

Berdasarkan pasal 35 huruf ¢ Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelasakan bahwa, “Yang

dimaksud dengan ‘Kepentingan Umum’ adalah kepentingan Bangsa dan

penyampingan
I kepentingan

tindak pidana

kepentingan umum,
hukum  tidak penegakan  hukum

kepentingan hukum yang terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice
1. Pengertian Restorative Justice

Secara umum restorative justice adalah sebuah konsep dalam
menyelesaikan pada tindakan yang melanggar hukum dengan melibatkan

korban dan tersangka untuk berbicara dalam suatu petemuan.
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Salah satu model pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian
pekara pidana adalah Restorative Justice yang mana pendekatan ini befokus

pada penanganan pekara yang melibatkan pihak yang berkaitan yakni

Idanaan, tidak hanya terbatas
kepada ketentuan Segi  kronologis dan  sistem
pemasyarakatan juga harus diamati (Manan, 2008 : 04)

Beragamnya defenisi Restorative Justice dikarenakan banyaknya variasi
model dan bentuk yang berkembang serta penerapannya. Beragamnya

defnisi Restorative Justice juga menambah terminilogy yang digunakan

untuk menggambarkan aliran keadilan restorasi. Beberapa istilah tersebut,
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antara lain Communitarian Justice (keadilan komunitarian), positive justive

(keadilan positif), relational justice (keadilan relasional), reparative justice

(keadilan reparatif), dan community justice (keadilan masyarakat) (Adji,

bertarung dalam suatu delik tetentu bekumpul besama dan dalam
proses ini juga dapat mencegah masalah secara kolektif bagaimana
membuat pesetujuan mengenai akibat buruk suatu delik serta

implikasinya di masa depan.
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Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang

memandang tindak pidana bukan hanya sebagai kejahatan tehadap

syarakat, dan untuk

“n‘&“‘ .’a ban  untuk
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H
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=
o -
© = korban
B =
- . :
E . an sebagai rspon dari
E a pengaruh keangka kerja baru
=}
=

tehadap pelanggaran dan konflik, yang dapat diteima secara cepat
dan didukung oleh kelompok sosial, pendidik, kongseling social,
juris, social kelompok serta kelompok masyarakat. Keadilan

retorative dapat didasarkan pada pendekatan nilai sebagai rspon

dari pelanggaran dan konflik yang efokus dan betumpu pada
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korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena

pengaruh kejahatan tesebut.

2. Sejarah Restorative Justice

palkan untuk petmana

‘ ‘ !\““ .60‘ ative Justice

penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang
melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau
membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh
tradisi-tradisi penganut Buddhis, Tao, dan Konghucu yang telah bebaur
dengan pengaruh-pengaruh budaya barat yang kini tedapat dibelahan Asia

Utara.
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Sebagai contoh mengenai Sulha, yaitu suatu lembaga keadilan restoratif
bangsa Palestina purba yang sampai saat ini masih tetap dipraktikkan di

Galilea, sebagai salah satu sistem sanksi yang bersifat lebih sedikit unsur

h_besar dalam suatu

affjagasan tentang

engintegrasikan

)

a. Encounte CO

Konsep ini merupakan Keadilan restorative dengan mempetemukan
korban, pelaku, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya
dalam forum formal yang demokratis untuk menemukan solusi
positif, krna konsep ini memandang bahwa keadilan itu sebagai
suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu

kriminalitas. Pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi

47



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

(restitusi), pencegahan (deterrence) serta perilaku pelaku

(rehabilition), jika hal ini dapat dilaksanakan dengan benar maka

hal tersebut dipercaya akan merubah perilaku pelaku.

membangun
konsep yang

a ketika suatu

justice yaitu harus lebifi jauh lagi dalam rangka mencapai suatu
masyarakat yang adil yang hanya dapat dicapai dengan
transformasi yang dapat memahami suatu keberadaan setiap orang
sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan

lingkungannya, karena restorative justice bukan hanya soal

perubahan pendekatan terhadap kejahatan. Pendekatan yang
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dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dari segala pihak
yakni kebutuhan korban, pelaku, dan komunitasnya. Yakni

kebutuhan (need) dan bukan hak (rigt) atau ganjaran (deset).

adalah (Marlina,

AN

at pelanggar

g ditimbulkan

ka kesepakatan

emampuan dan

Ay WS\ L LTE

secara langsung.
3. Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam perkembangan hukum di indinesia akhir-akhir ini, apabila terjadi
suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur normatif
yaitu melalui peradilan yang secara konseptual dan teoritis akan
menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal

yang tidak mudah untuk dicapai perlu disadari bahwa hasil yang akan
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dicapai dari proses penyelesaian pekara dengan jalur peadilan besifat win

lose solution, dengan sifat demikian, akan tedapat pihak yang menang dan

tedapat pula pihak yang kalah. Dengan pernyataan sepeti ini, penyelesaian

suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga itu merupakan usaha kongkrit untuk menegakkan aturan-aturan
hukum abstrak (Bryan & Garner, 2004 : 901).

Terhadap kasus tindak pidana, maka restorative justice system setidak-
tidaknya betujuan untuk mempebaiki/memulihkan (to restore) perbuatan

kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi
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pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung
dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang

dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri.

grative justice pada

‘ ‘ !\‘}“‘ .ea ahun 2012

mbangkan itu

berikut (Barda

Berorientasi pada proses (process orientation/prozessorientierung)
: mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada
hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya

kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari

rasa takut.
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c. Proses informal (informal procedings/informalitat) : mediasi penal
merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis,

menghindari prosedur hukum yang ketat.

pihak (active and

‘ ‘!‘H“‘ .@& ng) : para

q k diterima. Hal ini karena
Y

mekanisme yang ditaw atif  (Restorative Justice) lebih
mengedepankan ‘mediasi’ atau perdamaian dimana pelaku, korban, aparat
penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam
menyelesaikan pekara pidana tentunya berbeda dan bertentangan dengan

sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan

berlaku hingga saat ini (Bawekwes, 2013).
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Syarat pemberhentian penututan berdasarkan Keadilan Restoratif juga
di jelaskan di dalam Bab Il Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang

B3

nwa el

SLALERRRE

Restoratif
dengan

®mi hukum dan dihentikan
dilan Restoratif dalam hal

terpenuhi syarat It

1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau
diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
dan

3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai
kerugian yang ditimbulkan akibat dari -6 tindak pidana tidak
lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria

atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan

Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan

berdasarkan  Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap
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memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disertai dengan salah satu huruf b atau hurufc.

c. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa,
dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dapat dikecualikan.

tindak pidana dilakuka ena kelalaian, ketentuan
D )

aC .
all :'U maksud pada
:ﬁ' an penuntutan

Keadilan  Restoratif

Tindak pidana eamanan negara, martabat Presiden
dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat
serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3) Tindak pidana narkotika;

4) Tindak pidana lingkungan hidup; dan

5) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi”.

Pasal 6

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan
restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk
menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke
pengadilan”.
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

engembalian

gidana bertujuan
“memulihkafpFke i hubungan yang rusak ak afla antara korban
dan pelaku sistem hukum
pidana arti ng memandang

tindak pidanatk€]a aterhaela syarakat b . kej 3thadap negara dan

kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum
dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib
menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam
masyarakat.

Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan

penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restorative bertujuan
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meningkatkan efektifitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan
dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, baiaya yang murah,

serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan unutk menangani perkara agar

inkeadilan berdasarkan

pelaku, korban,
bersama-sama

ulihan kembali

produk hukum Kejaksaan Republik™ Indonesia yang ditunggu-tunggu oleh
masyarakat, yang mana menurut Silfanus hal tersebut telah disampaikan oleh
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) dalam sosialisasi
menyampaikan kepada jaksa di Indonesia berdasarkan amanat dari Jaksa Agung

Republik Indonesia agar setiap jaksa menuntut seseorang dengan hati nurani,

karena hati nurani tidak ada dalam hukum melainkan ada di hati para jaksa,
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walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam KUHAP, karena itu dengan
adanya Peratura Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, para jaksa di Indonesia

tidak perlu lagi ragu menutup perkara kecil karena secara Dominus litis

”. (Hasil

anus Rotua

a menangani

pelanggarafilie | gy formal. Ada
kesamaan a3 : ~ - aan Retorative

Justice ole

discretion

pidana.

Saat ini di Indonesia, Khususnya di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri
Kampar, penerapan Retorative Justice sudah dimulai pada tanggal 14 September
2020, Kejaksaan Negeri Kampar telah melakukan penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif dimana tersangka B Simanjuntak telah melakukan

penganiayaan ringan yang berawal dari kesalah pahaman tentang hewan
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peliharaan (kucing) dengan tetangganya sendiri, tujuan dari Peraturan Kejaksaan
Nomor 15 Tahun 2020 tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari

segi teori relative yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi

mengedepankan s ive menjadi tujuan

‘ ‘ UW\\“ .’a gengan cara

Cost and benefit penanganan perkara;
Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

b

C. C

d. Kerugian atau akibal™e pul dari tindak pidana;
e

f

g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka”.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 :

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan
penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi
syarat sebagai berikut:

a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
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b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam
dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai
kerugian yang ditimbulkan akibat dari 6 tindak pidana tidak lebih
dari Rp2. 500 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk tindakgpidana terkait harta benda, dal@sa hal terdapat kriteria atau

artimbangan Penuntut

".-,;, i %B‘Qiﬂﬁ‘\% %@

a0l

ﬂ; kasuistik yang
ptujuan Kepala
Jeri tidak dapat

dimaksud pada

i“ tian penuntutan
BMenuhi syarat:

1 yang dilakukan

Memperbaik an  Yane mbulkan dari akibat tindak
pidana;

e. Telah ada kesepakatan
dan

f.  Masyarakat merespon positif.

Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali

pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a

dapat dikecualikan.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan

untuk perkara:

a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan
Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta
wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;

b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal,

perdamaian antara Korban dan Tersangka;
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c. Tindak pidana narkotika;
d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa,

Pemenuhan syarg keadilan restoratif

an dapat atau

menjelaskafi¥fba eneray Ste 11 @ilayah hukum
Kejaksaan g aksanaka g elaku, korban,
keluarga pelak niha ' am melakukan
proses per
proses perdame me : o dengan pelaku,

memahami : 1ak Ri de Mengakui tindakan

Pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan
perkara pidana, khususnya suatu tindak pidana penganiyaan ringan dimana
menimbulkan kerugian kepada korban yang dapat di restorasi kembali atau dapat
dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya
penghilangan stigma dari individu pelaku, paradigma seperti ini bisa dikenal

dengan diskresi, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan
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dari tindak kejahatan yang dilakukannya kepada korban, keluarga dan juga

masyarakat. (Prayitno Kuat Puji, 2010 : 107)

Perdamaian merygakan cara penyelesaian sepgketa yang terbaik, karena

dengan ada .m dia Ak Sesung a sudah terjadi
an tersebut
kebencian
yang menc akan hilang.
Agar terci aflg bersengketa,
maka Kkei efSebut haruslah
terpenuhi < : era epuasan yang
dimaksudka b, ti Kisaja. terbatas pada ans atefl) yang menjadi
pokok pers : ut K | tersebut dapat

terwujud melaliuisg SATAR=sar idl A asballah, 2012 :

34)
Berdasarkan if Budiman, SH., MH
menjelaskan bahwa penting untuk kasus tindak

pidana yang dilakukan oleh Agar tercapainya perdamaian JPU
mempunyai peran penting dalam peristiwa tindak pidana, JPU menjadi fasilitator
dalam proses perdamaian dengan langkah dan kewenangannya yang diwadahi
Peraturan Kejaksaan dengan sebutan Retorative Justice, langkah-langkah yang

dilakukan sebagi berikut” : (Hasil wawancara dengan Kepala KEJARI Kampar,

Bpk Arif Budiman, SH., MH pada tanggal 24 September 2021)
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1. Pemanggilan terhadap tersangka pelaku maupun korban tindak pidana.
2. Proses ini dilakukan secara musyawarah (apabila dibutuhkan keluarga,

saksi dan orang-orang lain atau berkaitan dengan kasus tersebut

gung jawab

perdamaian

adanya tekanan,

20 Penghentian

Penuntutan DEgelase ar ; e i d 3 aperdasarkan :

menjelaskan bahwa : “Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah proses atau tahapan
dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut dengan
tidak menghilangkan hak-hak dari korban maupun pelaku, serta keterlibatan
bukan hanya antara pelaku dan korban namun juga yang dirasa berkepentingan
seperti keluarga dari korban dan pelaku serta orang lain yang diperlukan atau yang

berkaitan dengan kasus tersebut, juga penerapan ini tanpa adanya paksaan dari
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pihak manapun”. (Hasil wawancara dengan Kepala KEJARI Kampar, Bpk Arif
Budiman, SH., MH pada tanggal 24 September 2021)

Salah satu asas yang digunakan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15

Tahun 2020 teq B keadilan restoratif
adalah ¢ ad ’ D 2al lapat dilihat
melalui
perdamaia atur..dala | : gdidalam Pasal 7
penuntut

upaya perdama : akuka )é midasi. Upaya

perdamaian§i¥/a itawar olel en n pada tahap

berarti sama dengan yang Ia adi, setiapie adil itu berbeda-beda, begitupun
bagi korban dan tersangka.

Oleh karena itu dalam Pasal 9 Peraturan Kejaksaaan Nomor 15 tahun 2020
tertulis bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah
untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi, yang mana artinya yang
mana kedua belah pihak setuju melakukan upaya perdamaian dan mencapai

sebuah kesepakatan untuk berdamai berarti itu sudah menjadi adil bagi kedua
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belah pihak, karena upaya perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat yang dilakukan tanpa adanya paksaan, intimidasi, dan tekanan.

Kepastian hukum mengenai keadilan dalam penanganan suatu kasus

tinggi keadilig

Apab
kesepakata

intimidasi

:“dalam kesepakatan berdamai disertal dengan pemenuhan kewajiban tertentu
harus Kkita perhatikan berdasarkan dalam pasal 11 ayat (1) Perja no 15 Tahun 2020
permintaan pemenuhan kewajiban itu harus proporsional, tidak boleh adanya
ancaman, atau intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan
berdasarkanagama, ras, kebangsaan atau golongan, jadi ada hal hal yang harus

dijaga dan tentunya harus kembali ke tujuan awal dari keadilan restoratif
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tersebut”. (Hasil wawancara dengan Kepala KEJARI Kampar, Bpk Arif Budiman,

SH., MH pada tanggal 24 September 2021)

Setelah upaya perdamaian berhasil maka Penuntut umum yang menangani

mengindahkan nornte
menggali nilai-nilai
Keberadaan dari kewenangan jaksa dI' Indonesia dalam melakukan penuntutan
berkaitan erat dengan asas Dominus Litis.

Salah satu tugas Jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap suatu
peristiwa pidana, berdasarkan aturan perundang-undangna Pasal 13 KUHAP.

Inilah antara lain tugas jaksa selaku penuntut umum sebagai alat Negara dalam

proses penegakakan hukum. Di dalam institusi kejaksaan memiliki aturan hukum
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tentang penghentian penuntutan sesuai dengan peraturan kejaksaan Nomor 15
tahun 2021, dimana aturan ini mengkedepankan win-win solution dan menitik

beratkan agar kerugian korban tergantikan serta pihak korban memaafkan pelaku

N sebutan keadilan

yang terjadi.
ebijaksanaan-

-perkara yang

penuntut umum dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri tidak dapat
dihentikan penuntutan. Sedangkan dalam peraturan kejaksaan ini sendiri tidak ada
informasi mengenai apa parameter yang digunakan penuntut umum dalam
memutuskan suatu kasus perkara pidana terdapat kausuistik atau tidak, jadi

ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak dihentikan berdasarkan keadilan
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restoratif masih belum pasti”. (Hasil wawancara dengan Kepala KEJARI Kampar,
Bpk Arif Budiman, SH., MH pada tanggal 24 September 2021)

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem

Pros storative : K @ng sepenuhnya

dijalankan dapedicapai oleh masyaraka i beflar harus sensitif
terhadap ke sy he tuk mencegah

dilakukannyalke i nidana. Ha anjadi Bl sebagai sesuatu

kesempatan yang luas bagi stakeholder. (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem

Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, 2012 : 7)
Berikut penulis sajikan data perkara tindak pidana penganiayaan di

wilayah hukum kejaksaan negeri kampar tahun 2020 sampai dengan September

tahun 2021 :
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Tabel 111. 1
Data Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

No Tahun Jumlah Perkara Penganiayaan

Lanjut ke Restorative
Persidangan Justice

bulan Januari

tahun 202C gra tindak pidana

penganiayas 1 perkara yang

berhasil di sampai dengan

Ada beberapa faktor mengapa perkara tindak pidana penganiayaan itu tetap

dilanjutkan yakni tidak terpenuhinya syarat penghentian penuntutan berdasarkan
asas Restorative Justice yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 6
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dimana dalam Pasal 5 ayat (1)
Perkara dapat ditutup demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif

harus terpenuhi syarat sebagai berikut :
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1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana

2. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda atau diancam

dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun

| atau nilai kerugian

@ i dari Rp.

da Bpk Arif
Budiman, : 1 gSlorative Justice
Kita juga mene of ' ' afilisia, kultur dan
budaya ma

harus adanya

peningkat melaksankan

2. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus
mendapat  kesempatan  untuk  berpartisipasi  penuh  dalam
menindaklanjutinya.

3. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum sementara

masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.
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Dalam konsep Restorative Justice penanganan kejahatan atau tindak pidana
yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga

merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan

restoratif dibang an atau tindak pidana

yang tg ‘ ‘ ! “\“ .a$ uas harus

Justice terh@fla ra : - aipenjelasan dari

hasil keterafifs n, SH., | Ky ‘kepald” Kejaksaan negeri

pihak yang berpekara. Keseéngajaan ini terjadi diakibatkan oleh sifat
hukum yang statis sehingga tidak mampu merumuskan hukum secara
terperinci hingga dapat masuk kedalam sendi kehidupan masyarakat

yang dinamis.
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Faktor jaksa atau sumber daya manusia
Jaksa dalam menerapkan Restirative Justice berarti memberikan

keputusan yang berakibat besar kepada para pihak yang berperkara

gan antara pelaku tentu
akan berbeda af ePenR korban, sehingga upaya
mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala,
namun disanalah konsep Restirative Justice memainkan perannya,
yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik
temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi
oleh para pihak. Kendala dalam mempertemukan kepentingan para

pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang
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dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada
kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan

beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan.

o
<

panghambat
ipengaruhi

aSyarakat yang

AN 1)

behingga jaksa
ustice, karena

dp rumit.

2 3 B
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkag o elah bab pembahasan dan

““ .Qa pulkan hasil

dengan cara

ketentuan pasal

dan intimidasi, dilanjutkan™ dengan upaya pencatatan kesepakatan
tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan
berdasarkan perdamaian antara pelaku dan koban tersebut.

2. Hambatan yang di hadapi dalam penerapan Peraturan Jaksa Agung
Nomor 15 Tahun 2020 Terhadap tindak pidana penganiayaan di

wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar dalam peraturan kejaksaan
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ini sendiri tidak ada informasi mengenai apa parameter yang digunakan
penuntut umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana, jadi

ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak dihentikan berdasarkan

batan yang lainnya

h“‘ .0@ ahan pelaku,

‘gﬁ Ative justice.
&

ﬁ an itu sendiri

2020 harus lebih efisien dan tfidak melalui terlalu banyak proses.

2. Saran penulis dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020
khususnya dalam pasal 5 harusnya dijelaskan lebih spesifik tentang
tindak pidana apa saja yang dapat di laksanakan penerpan asas

Restorative Justice, penuntut umum juga dibekali pemahaman lebih
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dalam terkait dengan penerpan asas Restorative Justice, juga pedekatan

terhadap masyarakat terkait dengan pembaharuan hukum.
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jondsla adhasat wa |, Terdakwa II, dan Terdakwa Il datang kerymah Saksi LISNAWATI melalui

& dan Terdakwa Il sambil
qwa |l menarik paksa
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dan saat itu
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b, Alasan-alasan untuk
ara Tersangka baru p
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2lah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Para Tersangka
dengan mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara Pihak Korban dan Para Tersangka,
- Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat Tnd;k Pidana.
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3. Yth. Kepala KeP
4. Yth. Para Tersangka
5. Yth. Saksi Korban. "
6. Arsip. =i
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